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PUTUSAN
Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_, NIK._, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Juli 1995 (umur 28 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Edo Firmando Nz, S.H. dan
Jhoni Antara, S.H., para advokat pada Kantor
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAHTERA GARDA
SRIWIJAYA, vyang berkantor di Jalan Merdeka
Lingkungan |, RT.002 RW.001, Kelurahan Sekayu,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 02 Maret 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai
dengan register Nomor: 127/SK/111/2024/PA.Pkb,
tanggal 05 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
edofirmandoassosiates_lawoffice@yahoo.com, sebagai
Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama
Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di _, _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Pkb,
tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 20 Desember 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan llir Barat | Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : _, tanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan
Karya Baru selama lebih kurang 8 (delapan) tahun setelah itu Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang
beralamat di _ _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya
Suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. _, laki-laki umur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut diasuh

oleh Penggugat:

b. _, perempuan umur 1 (satu) tahun, anak tersebut diasuh

oleh Penggugat;

4, Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun,
setelah itu mulai tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus yang dikarenakan;

a. Tergugat, sering melakukan KDRT (kekerasan dalam

rumah tangga) kepada Penggugat, bahkan pada tanggal 16 April 2022
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Tergugat sudah membuat perjanjian untuk tidak melakukan kekerasan

fisik lagi terhadap Penggugat;

b. Tergugat, sering mencaci maki serta membentak
Penggugat;
C. Tergugat, sering tidak menghargai Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat

terjadi Pada tanggal 02 Bulan Februari tahun 2024, pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam
membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan
Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan
tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Karang Anyar RT.001
RW.004, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan llir Barat |, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama yang beralamat di _ _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan
dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu)
Bulan

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan
Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka
Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap
Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,

mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap

Penggugat (_);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat
kepada Kuasa Hukum Penggugat atas nama Edo Firmando Nz, S.H. dan Jhoni
Antara, S.H., yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai
dengan Register Nomor 127/SK/111/2024/PA.Pkb, tanggal 05 Maret 2024,
beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan
fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada
perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: _, yang aslinya dikeluarkan oleh
Ketua RT.029, RW.006, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 26 Februari 2024, bukti
surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dengan _, Nomor: _, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan llir Barat I,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 Januari
2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Antar Suami Istri, atas nama _ dengan _,
bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. _, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua
Penggugat di Kelurahan Karya Baru, setelah itu pindah tempat
tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Tanjung
Sari, Perumahan Mekar Sari 5, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya,
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 (dua)
tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita
Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu, penyebab pertengkaran tersebut
adalah karena Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, sehingga
terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh Penggugat terhadap
Tergugat dapat membuat marah Tergugat, hingga memukul dan
mendorong Penggugat;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sebanyak 3
(tiga) kali terkait masalah tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi
mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh RT
setempat, yang mana dalam mediasi tersebut Tergugat juga
membenarkan bahwa dirinya tidak dapat mengontrol emosi, dan
membuat perjanjian yang memuat bahwa Tergugat tidak akan

menyakiti badan Penggugat lagi, akan tetapi berdasarkan cerita
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Penggugat, setelah perjanjian tersebut ada Tergugat kembali
melakukan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat
ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan
kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan
dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa atas kepergian Penggugat tersebut, setahu Saksi
Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat
tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal
bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat
dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan
tersebut, keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian
sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;
2. _, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di _, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ketika Saksi tinggal di
rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan
Tanjung Sari, Perumahan Mekar Sari 5, Kelurahan Sukomoro,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Sumatera Selatan;
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- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya,
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 (satu)
tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita
Penggugat, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat
mudah marah, sehingga terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh
Penggugat terhadap Tergugat dapat membuat marah Tergugat,
seperti ketika Penggugat membangunkan Tergugat dari tidur untuk
bekerja, Tergugat marah hingga menendang Penggugat;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sebanyak 2
(dua) kali terkait masalah tersebut;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Saksi
mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh RT
setempat, dan membuat perjanjian yang memuat bahwa Tergugat
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi berdasarkan
cerita Penggugat, setelah perjanjian tersebut ada Tergugat kembali
melakukan hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga saat
ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan
kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa atas kepergian Penggugat tersebut, setahu Saksi
Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat
tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal
bersama lagi hingga saat ini;
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- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan
tersebut, keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara
ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-
orang yang beragama lIslam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa
Hukum Penggugat atas nama Edo Firmando Nz, S.H. dan Jhoni Antara, S.H.,
telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah
menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan
jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi
kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat
dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959
tentang Surat Kuasa Khusus juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus junctis Pasal 157
ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat
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Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan
Balai dengan register Nomor: 127/SK/111/2024/PA.Pkb, tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Edo Firmando
Nz, S.H. dan Jhoni Antara, S.H., merupakan anggota PERADI yang masih aktif
sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing Kuasa Hukum
dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara
Pengambilan Sumpah Advokat Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Kuasa
Hukum Penggugat atas nama Edo Firmando Nz, S.H. dan Jhoni Antara, S.H.
dapat mewakili Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan
yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat
diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, nhamun
demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak
memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut
hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui
dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul

Qur’an, Juz 2, halaman 45 :
A Ga ¥ Al g gy Wl cpllldl WSS e S D en e

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah
menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang
saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 telah bermeterai cukup
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan surat bukan
akta yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukii,

sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 telah bermeterai cukup
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani
dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut
termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai
alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat,
maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 telah bermeterai cukup
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan kesepakatan
antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang
berwenang dan telah bermeterai, maka bukti surat tersebut termasuk akta akta
di bawah tangan yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat
bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 memuat keterangan
yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka
bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa
fotokopi Surat Keterangan, Nomor: _, dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama _ dengan _, Nomor: _, terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan
dilangsungkan secara Islam pada tanggal 20 Desember 2013, sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara
a quo (legitima standi in judicio);
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa
fotokopi Surat Perjanjian Antar Suami Istri, atas nama _ dengan _, alat bukti
tersebut menjadi bukti permulaan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terdapat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama _ dan _, dimana masing-
masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah
memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak
boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan
175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan
bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalili Penggugat mengenai adanya
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kekerasan dalam rumah
tangga, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak
pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak
langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 1 dan
saksi 2 (testimonium de auditu), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim
tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi
yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga
adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat
bukti permulaan (begin van bewijs), jika keterangan yang diberikan oleh saksi
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de auditu tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat
langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini.
Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka
keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat

dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang

menikah pada tanggal 20 Desember 2013;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun

yang lalu disebabkan Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, sehingga

terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

dapat membuat marah Tergugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat

kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan tidak

pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,
Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage)
dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan
harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal
dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang
kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan
antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal
(Scheiding van tafel end bed), serta upaya damai yang dilakukan oleh
Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini
adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat
sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-
menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan
batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat
dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan
dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak
diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah
lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang

berbunyi:
< 1 a,- - d:‘f-j Sty sa”
C_jL,a.Ll Al e adas el 255

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga
seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan
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Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai
dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka
tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan
dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri
ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian

sebagaimana kaidah hukum Islam ‘0% 334V hahwa segala kemudaratan dan
penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya
esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan
tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada
harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage);

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh
untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan
oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
fikih dalam kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat
Majelis sebagai berikut:

dilh ol e 3tk a3l da gl &8 axe ) 1l
Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa
"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975"
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Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankankan perkawinan dan
memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1,
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat
telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak 1 (satu)
tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak dapat mengontrol emosi, sehingga
terhadap hal-hal kecil yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat
membuat marah Tergugat, hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap
Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2024 hingga saat ini, sehingga ketentuan yang termuat dalam
Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
dinilai telah pecah dan rusak (broken marriage), sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini
sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan juntco Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
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Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap Penggugat (),
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat () terhadap
Penggugat (_);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami,
S.H.l.,, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.l., M.H. dan Fikri
Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari
Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan
1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rizki Amelia, S.E., S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

D.T.O
Achmad Fikri Oslami, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota Hakim Anggota
D.T.O D.T.O
Uut Muthmainah, S.H.l., M.H. Fikri Hanif, S.H
Panitera Pengganti
D.T.O

Rizki Amelia, S.E., S.H.
Perincian Biaya:

1. PNBP:
a. Pendaf :Rp 30.000,00
taran ‘Rp 20.000,00
b. Panggi :Rp 10.000,00
lan
Pertama P
&T
c. Redak
si
2. Biaya :Rp 100.000,00
Proses (ATK)
3. Panggi :Rp 36.000,00
lan
" Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)
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